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KODE ETIK PUBLIC RELATIONS  
(HUMAS RUMAH SAKIT) 

 
I. KODE TINGKAH LAKU HUMAS 
 

KODE TINGKAH LAKU PROFESIONAL 
INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS ASSOCIATION (IPRA) 

 
Kode tingkah laku di bawah ini disetujui oleh IPRA pada sidang umumnya di Venesia pada Mei 

1961 dan mengikat semua anggota perhimpunan tersebut. 
 
A. Integritas Pribadi dan Profesional 
 

Seperti diketahui bahwa integritas pribadi berarti terpeliharanya baik standar moral yang tinggi 
maupun reputasi yang baik. Sedang integritas profesional artinya ketaatan pada anggaran dasar, 
peraturan dan khususnya kode tersebut sebagaimana disetujui IPRA. 

 
 
 
B. Tingkah Laku Terhadap Klien dan Majikan 
 

1. Seorang anggota mempunyai kewajiban umum berurusan secara jujur terhadap klien atau 
majikan, dulu atau sekarang. 

2. Seorang anggota hendaknya tidak mewakili kepentingan yang berlawanan atau bersaing 
tanpa izin mereka yang bersangkutan. 

3. Seorang anggota hendaknya menjaga kepercayaan klien atau majikan baik dulu atau 
sekarang. 

4. Seorang anggota hendaknya tidak memakai metode yang cenderung menghina klien atau 
majikan anggota lainnya. 

5. Dalam kegiatan pelayanan bagi klien atau majikan seorang anggota hendaknya tidak 
menerima bayaran, komisi atau barang apapun lainnya yang bertalian dengan pelayanan ini 
dari seseorang selain klien atau majikan tanpa izin klien atau majikan, yang diberikan setelah 
pengungkapan fakta sepenuhnya. 

6. Seorang anggota hendaknya tidak mengusulkan kepada calon klien atau majikan bahwa 
bayarannya atau penggantian lain tergantung pada prestasi hasil-hasil tertentu, begitu juga 
hendaknya tidak mengadakan persetujuan pembayaran apapun dengan akibat yang sama. 

 
C. Tingkah Laku Terhadap Media dan Umum 
 

1. Seorang anggota hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan profesionalnya sejalan dengan 
kepentingan umum dan dengan penuh hormat demi martabat pribadi. 

2. Seorang anggota hendaknya tidak melakukan kegiatan dalam praktik apapun yang cenderung 
merusak integritas saluran-saluran komunikasi umum. 
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3. Seorang anggota hendaknya tidak menyebarkan dengtan sengaja informasi palsu atau 
menyesatkan. 

4. Seorang anggota hendaknya di setiap waktu berusaha memberikan gambaran seimbang dan 
terpercaya terhadap organisasi yang dilayaninya. 

5. Seorang anggota hendaknya tidak membentuk organisasi apapun untuk tujuan tertentu, tetapi 
sebenarnya untuk kepentingan khusus yang tidak diungkapkan atau probadi anggota atau 
klien atau majikan, demikian juga hendaknya ia tidak menggunakan organisasi itu atau 
organisasi yang ada semacam itu. 

 
D. Tingkah Laku Terhadap Rekan 
 

1. Seorang anggota hendaknya tidak dengan sengaja mencemarkan reputasi professional atau 
praktek anggota lainnya. Namun demikian, jika seorang anggota memiliki bukti bahwa 
anggota lain telah melakukan kesalahan yang tidak etis, illegal atau praktek-praktek tak jujur 
yang melanggar kode ini, hendaknya ia menyerahkan informasi itu kepada dewan IPRA. 

2. Seorang anggota hendaknya tidak mencari mengganti anggota lainnya dengan majikan atau 
klien 

3. Seorang anggota hendaknya bekerja sama dengan para anggota lainnya dalam menegakkan 
dan melaksanakan kode ini. 

 
 
 
 

KODE TINGKAH LAKU PROFESIONAL 
 INSTITUT PUBLIC RELATIONS (IPR) 

 
 Kode ini menegaskan dan melaksanakan alinea 3 (a) (ii) Memorandum IPR menurut “sasaran-
sasaran” pokok, yakni “untuk mendorong dan membantu mengembangkan ketaatan standar 
professional yang tinggi para anggotanya dan untuk mengadakan dan menetapkan standar-standar 
semacam itu’. Humas terkait dengan akibat tingkah laku pada reputasi. Prinsip-prinsip di bawah ini 
telah diletakkan untuk diwujudkan dalam konsep ini dan meningkatkan hubungan antara para anggota 
lembaga dan masyarakat kepada siapa mereka secara langsung atau tak langsung bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan tugas mereka. 
 
1. Standar Tingkah Laku Profesional. Seorang anggota, dalam pelaksanaan kegiatan profesionalnya, 

hendaknya menghormati kepentingan umum dan martabat pribadi. Adalah tanggung jawab 
pribadinya pada setiap saat untuk berurusan dengan jujur terhadap klien dan majikannya, dulu atau 
sekarang, dengan sesame anggota, dengan media komunikasi dan masyarakat. 

2. Penyebaran Informasi. Seorang anggota hendaknya tidak secara sengaja atau secara menyebarkan 
informasi salah atau menyesatkan, dan hendaknya menggunakan ketelitian yang tepat untuk 
menghindari perbuatan kurang hati-hati demikian. Ia mempunyai tugas positif untuk memelihara 
integritas dan keakuratan. 

3. Media Komunikasi. Seorang anggota hendaknya tidak terjun dalam setiap praktik yang cenderung 
merusak integritas media komunikasi. 

4. Kepentingan yang tak diungkap. Seorang anggota hendaknya tidak menjadi pihak kegiatan apapun 
yang secara sengaja berusaha untuk menyembunyikan atau menyesatkan dengan berusaha untuk 
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menyembunyikan suatu kepentingan tersamar atau tak diungkap sambil tampaknya memajukan 
yang lainnya. Adalah kewajiban anggota menjamin agar kepentingan sebenarnya organisasi apapun 
dengan mana ia boleh jadi terkait asecara profesiona dinyatakan secara memadai. 

5. Informasi rahasia. Seorang anggota hendaknya tidak membeberkan, kecuali atas perintah 
pengadilan yang berwenang, atau menggunakan informasi yang diberikan atau diperboleh secara 
rahasia dari majikan atau kliennya, dulu atau kini, bagi kepentingan pribadi atau sebaliknya tanpa 
memperoleh izin. 

6. Pertentangan Kepentingan. Seorang anggota hendaknya tidak mewakili kepentingan yang 
bertentangan atau bersaingan tanpa mendapat izin pihak-pihak yang terlibat, setelah pembeberan 
sepenuhnya suatu fakta. 

7. Sumber Pembayaran. Seorang anggota, selama menunaikan tugas profesionalnya terhadap majikan 
atau klien hendaknya tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai atau sejenisnya dalam 
kaitan pelayanan tersebut dari sumber apapun tanpa izin majikan atau klien. 

8. Pembeberan Kepentingan  Keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan 
dalam sebuah organisasi hendaknya tidak menganjurkan penggunaan organisasi tersebut, atau 
memanfaatkan jasanya atau nama klien atau majikan, tanpa menyatakan kepentingannya.    

9. Pembayaran Tergantung Atas Prestasi. Seorang anggota hendaknya tidak berundingatau 
menyepakati persyaratan dengan calon majikan atau klien kecuali atas dasar pembayaran 
tergantung pada prestasi humas khusus mendatang. 

10. Menambah Anggota Lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau bisnis baru melalui 
pendekatan langsung atau pribadi kepada majikan atau klien potensial, hendaknya mengambil 
semua langkah yang pantas untuk memastikan apakah pekerjaan atau bisnis sudah dilaksanakan 
oleh anggota lainnya. Jika demikian, langkah itu hendaknya menjadi tugasnya untuk menasehati 
anggota lain tersebut, sebeluim pendekatan apapun yang ia usulkan kepada majikan atau klien 
bersangkutan. (Tak ada dalam ketentuan ini harus diambil karena menghalangi seorang anggota 
dari periklanan umum mengenai pelayannya). 

11. Hadiah Kepada Pemegang Jabatan Pemerintah. Seorang anggota hendaknya tidak, dengan 
maksud untuk memajukan kepentingannya, atau mereka yang menjadi majikan atau kliennya, 
memberikan atau menawarkan hadiah apapun kepada seseorang yang memegang jabatan 
pemerintahan kalau tindakan itu tidak sejalan dengan kepentingan umum. 

12. Pekerjaan Anggota Perlemen. Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, 
atau badan legislative lainnya, dalam kaitannya masalah-masalah parlemen, apakah dalam 
kedudukan konsultan atau eksekutif, hendaknya mengungkapkan fakta itu, yang memasukkannya 
dalam daftar yang tersedia bagi maksud tersebut. Seorang anggota lembaga yang dirinya adalah 
anggota parlemen hendaknya secara langsung bertanggung jawab terhadap pengungkapan atau 
yang menyebabkan diungkapkannya kepada Sekjen lembaga informasi apapun semacam ini, 
tentang apapun yang mungkin berkaitan dengan dirinya. (Pencatatan yang dimaksud dalam klausa 
ini hendaknya terbuka bagi pemeriksaan umum di kantor-kantor lembaga pada jam kerja). 

13. Pencemaran Terhadap Anggota Lain. Seorang anggota hendaknya tidak secara dengki 
mencemarkan reputasi professional atau praktik anggota lainnya. 

14. Instruksi Orang Lain. Seorang anggota yang sengaja menyebabkan atau memperkenankan orang 
lain atau organisasi un tuk bertindak yang tidak taat atas kode ini atau pihak yang bertindak seperti 
itu dia akan dianggap melanggar kode ini. 

15. Reputasi Profesi. Seorang anggota hendaknya tidak bertingkah laku dengan cara apapun yang 
dapat merusak reputasi lembaga atau profesi humas. 



Kode Etik Humas /Versi Indonesia/ Erlina 4

16. Menegakkan Kode. Seorang anggota hendaknya menjunjung tinggi kode ini, bekerja sama dengan 
anggota lainnya sedemikian rupa dan dalam melaksanakan pelbagai keputusan atas masalah 
apapun yang muncul akibat penerapan keputusan itu. Jika seorang anggota mempunayi alas an 
untuk mempercayai bahwa anggota lainnya telah melakukan praktek-praktek yang mungkin akan 
melanggar kode ini, sudah menjadi tugas semua anggota untuk membantu lembaga melaksanakan 
kode ini, dan lembaga akan mendukung setiap anggota yang berbuat demikian. 

17. Profesi lainnya. Seorang anggota hendaknya bila bertindak atas nama klien atau majikan yang 
berasal dari suatu profesi  lain dan hendaknya tidak dengan sengaja menjadi pihak yang akan 
melanggar kode seperti itu.    

 
 
 
      ***********************  


